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ABSTRAK

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWEDIA TERHADAP
ALIANSI NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)

OLEH

GHAITSYA SHOFA AZ-ZAHRA

Perubahan kebijakan luar negeri Swedia dalam bergabung dengan NATO
menjadi salah satu perubahan penting dalam hubungan internasional. Selama
hampir dua abad, Swedia konsisten menjalankan kebijakan netralitas, namun
invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 memicu perubahan signifikan dalam
kebijakan luar negeri Swedia. Swedia secara resmi bergabung dengan NATO
sekaligus mengakhiri kebijakan luar negeri non-alignment yang selama ini
dipertahankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong
perubahan kebijakan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan kerangka teori Joakim Eidenfalk. Data diperolenh melalui studi literatur
dari data sekunder yang bersumber dari laporan resmi Swedia, pidato pemerintah,
dokumen kebijakan Swedia, artikel jurnal, serta publikasi dari sumber terpercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Swedia untuk bergabung
dengan NATO dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti dinamika partai politik,
dan birokrasi, serta faktor eksternal, yaitu eskalasi konflik di Eropa yang
mengancam stabilitas kawasan. Partai Sosial Demokrat memainkan peran penting
dalam memberikan legitimasi terhadap perubahan kebijakan tersebut, sementara
invasi Rusia ke Ukraina menjadi pemicu utama perubahan orientasi kebijakan luar
negeri Swedia dari non-alignment menjadi alignment. Dengan demikian,
penelitian ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Swedia
dipengaruhi oleh interaksi antara faktor domestik dan internasional.

Kata Kunci: Swedia, kebijakan luar negeri, NATO, non-alignment, invasi Rusia



ABSTRACT

SWEDEN’S FOREIGN POLICY CHANGE TOWARDS THE NORTH
ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)

BY
GHAITSYA SHOFA AZ-ZAHRA

Sweden’s decision to join NATO represents a significant shift in the
country’s foreign policy and international relations. For nearly two centuries,
Sweden maintained a consistent policy of neutrality; however, Russia’s invasion
of Ukraine in 2022 triggered a major change in Sweden’s foreign policy
orientation. Sweden formally joined NATO, effectively ending its long-standing
non-alignment policy. This study aims to analyze the factors driving this policy
change using a descriptive qualitative approach within the theoretical framework
of Joakim Eidenfalk’s foreign policy change theory. Data were obtained through a
literature study of secondary sources, including official Swedish government
reports, government speeches, policy documents, academic journal articles, and
reputable publications. The findings indicate that Sweden’s decision to join
NATO was influenced by domestic factors, such as party politics and
bureaucracy, as well as external factors, namely the escalation of conflict in
Europe that threatens regional stability. The Social Democratic Party played a key
role in legitimizing the policy shift, while Russia’s invasion of Ukraine served as
the main trigger for Sweden’s move from non-alignment to alignment. Thus, this
study highlights how Sweden’s foreign policy change was shaped by the
interaction between domestic and international factors.

Keywords: Sweden, foreign policy, NATO, non-alignment, Russian invasion.
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BAB I. PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia
terhadap aliansi NATO, dengan menyoroti keputusan historis Swedia untuk
mengakhiri status non-aliansi militernya yang telah dipertahankan selama lebih
dari dua abad. Kajian ini penting dilakukan mengingat Swedia selama ini dikenal
sebagai negara netral yang secara konsisten menghindari keterlibatan dalam
konflik, namun akhirnya memilih untuk bergabung dengan NATO di tengah
meningkatnya ketegangan dan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.
Keputusan ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri
Swedia yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Bab ini menyajikan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian

sebagai pemahaman dasar dalam memahami fokus penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Swedia merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Utara dan
merupakan negara nordik dengan wilayah terluas. Negara ini berbatasan secara
langsung dengan tiga negara berbeda. Di wilayah timur, Swedia berbatasan
dengan Finlandia, sedangkan di wilayah utara dan barat, negara ini berbatasan
dengan Norwegia. Di sisi barat daya, Swedia berbatasan dengan Denmark. Di
bagian Timur dan Selatan, Swedia juga langsung terhubung dengan Laut Baltik
yang memisahkan Swedia dengan beberapa wilayah berbeda, yaitu Jerman,
Denmark, Polandia, Lithuania, Latvia, dan Kaliningrad, yang merupakan salah
satu kota administratif Rusia. Letak geografis ini sekaligus menjadikan Swedia
negara yang terhubung dengan negara-negara Skandinavia (Sweden, 2025)

Swedia menjadi salah satu negara Nordik yang menerapkan kebijakan
non-blok dalam hal kebijakan luar negerinya yang telah menjadi ciri khas dalam



kebijakan luar negeri negara ini sejak awal abad ke-19, tepatnya setelah
berakhirnya Perang Napoleon (Lundmark, 2022). Kebijakan ini muncul sebagai
respons terhadap kondisi yang tidak menguntungkan bagi Swedia setelah negara
tersebut kehilangan Finlandia yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaannya.
Kekalahan dalam perang mengakibatkan Finlandia diduduki oleh Rusia. Pada
tahun 1834, Pangeran Charles X1V Johan mendeklarasikan posisi Swedia sebagai
negara non-blok (Brommesson et al., 2022). Pernyataan ini disampaikan melalui
surat yang dikirimkan kepada dewan pengadilan Britania Raya dan Rusia, dimana
ia mendesak kedua negara tersebut untuk menghormati keputusan Swedia tidak
terlibat dalam konflik (Keyton, 2024). Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan
bahwa Swedia tidak akan terlibat dalam perang atau konflik militer antara negara-
negara besar, yang saat itu sedang memanas, seperti konflik antara Britania Raya

dan Rusia (Brommesson et al., 2022).

Dalam konteks ini, ketidakberpihakan Swedia bukan hanya sebuah langkah
untuk melindungi negara dari ancaman, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga
stabilitas keamanan negara pasca-Perang Napoleon. Swedia berupaya untuk
menjaga keseimbangan hubungan antara Swedia dan kedua kekuatan, Inggris dan

Rusia, pada saat itu (Brommesson et al., 2022).

Swedia, setelah deklarasinya sebagai negara non-blok, kembali dihadapkan
oleh berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Eropa. Ketika perang dunia satu
terjadi, di tahun 1914, Swedia menyatakan negaranya tetap pada posisinya sebagai
negara netral. Hal ini turut didasari oleh hubungan kerja sama yang terjalin antara
Swedia dan negara-negara yang terlibat perang dunia satu, terutama dalam
konteks kerja sama perdagangan (Saputra & Indrawati, 2024). Meski demikian,
baik Inggris maupun Jerman yang pada saat itu terlibat sebagai negara yang
berperang, mendesak negara Skandinavia, yakni Denmark, Swedia, dan
Norwegia, untuk terlibat dan berpihak dalam perang, tetapi Swedia berhasil
mempertahankan sikapnya (Qvarnstrom, 2014).

Pada Desember 1914, Swedia bahkan memperkuat kerja sama dengan

negara-negara Skandinavia melalui pertemuan antara para pemimpin ketiga



negara di Malmo, Swedia selatan, yang tidak hanya menegaskan
ketidakberpihakan Swedia dan negara-negara Skandinavia lainnya dalam Perang
Dunia, tetapi juga menunjukkan komitmen Swedia untuk mempertahankan

perdamaian dan netralitasnya (Kubala, 2021).

Komitmen ini terus berlanjut ketika Perang Dunia Il dan perang dingin
berlangsung. Swedia tetap menyatakan dirinya tidak berpihak kepada negara atau
aliansi manapun ketika Perang Dunia Il berlangsung. Namun, setelah pendudukan
Norwegia dan Denmark oleh Jerman, Swedia mendapat tekanan untuk
melonggarkan sikap netralnya. Hingga pada Juli tahun, Swedia kemudian
menandatangani kerja sama transit dengan Jerman, dimana Swedia mengizinkan
Jerman untuk mengirim barang dan tentaranya melalui wilayah Swedia (Weibull,
2025).

Perjanjian ini kemudian berakhir ketika kekuatan Jerman mulai melemah
dan ditandatanganinya perjanjian antara Swedia dan Sekutu tahun 1943 yang
isinya menyetujui pembatasan kerja sama perdagangan antara Swedia dengan
Jerman, serta disetujuinya permohonan Swedia oleh Amerika Serikat dan Inggris,
terkait peningkatan ekspor, terutama untuk komoditas minyak dan karet. Tekanan
diplomatik Sekutu yang berkelanjutan dan runtuhnya kekuasaan Nazi membuat
Swedia secara bertahap mengurangi dan pada akhirnya mengakhiri

perdagangannya dengan Jerman ( Sweden National Archives, 2016).

Meskipun tetap memegang prinsip ketidakberpihakan, tidak menutup
Swedia untuk terus menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Swedia juga
secara resmi bergabung dengan organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca
Perang Dunia Il. Swedia bergabung pada 1946 bersamaan dengan bergabungnya
Islandia dan Afghanistan. Keputusan ini diambil sebab Swedia melihat PBB
sebagai organisasi perdamaian dan memiliki prinsip yang sama dan dapat
mendukung kebijakan luar negeri Swedia. Melalui PBB, Swedia berkontribusi
dalam pencegahan konflik, upaya perdamaian, pembangunan kembali negara-
negara yang terkena konflik, pelucutan senjata dan non-proliferasi (Sweden and
the UN, 2023).



Swedia juga telah menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan aliansi
North Atlantic Treaty Organization (NATO). Pada 1994, Swedia secara resmi
mulai berpartisipasi dalam program Partnership for Peace (PfP), yang bertujuan
untuk membangun kepercayaan serta memfasilitasi kerja sama antara NATO dan
negara-negara non-anggota di wilayah Euro-Atlantik. Kerja sama ini berfokus
pada pengembangan stabilitas dan keamanan bersama. Pada 1997, Swedia juga
bergabung dengan Dewan Kemitraan Euro-Atlantik, sebuah forum dialog politik
yang mempertemukan semua anggota NATO dengan negara-negara mitra di
kawasan tersebut (NATO, 2024). Forum ini bertujuan untuk memperdalam
hubungan politik dan kerja sama yang lebih luas, yang melengkapi kerja sama
praktis dalam program PfP. Angkatan bersenjata Swedia secara aktif terlibat
dalam berbagai latihan militer bersama NATO. Swedia juga turut mengambil
peran sebagai tuan rumah pelatihan dan latihan yang dipimpin NATO, serta
bekerja sama dengan NATO dalam hal standardisasi dan pengembangan
kemampuan dalam rangka memperkuat kemitraannya dengan NATO
(Regeringskansliet, 2023b).

Pada abad ke-21, Keamanan Eropa kembali dilemahkan oleh agresivitas
Rusia. Serangan yang dilakukan Rusia ke Georgia pada 2008, Aneksasi Rusia
terhadap Ukraina di wilayah Krimea di tahun 2014, serta keterlibatan Rusia dalam
perang Suriah di tahun 2015 memperlihatkan bagaimana Rusia secara aktif
menggunakan militer dalam mencapai tujuan politiknya (Regeringskansliet,
2024a). Puncaknya adalah invasi penuh yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada 24
Februari 2022. Perang ini menyebabkan ketidakstabilan keamanan tidak hanya di
wilayah Ukraina tetapi juga di kawasan Eropa. Swedia menjadi salah satu negara
yang turut mengecam aksi ini dan mengatakan bahwa serangan ini merupakan
ancaman serius (Regeringskansliet, 2024b). Swedia secara penuh mendukung
Ukraina dengan memberikan bantuan sosial dan militer ke negara tersebut.
Swedia juga membatasi aktivitasnya dengan Rusia dan turut memberikan sanksi

kepada negara tersebut (Regeringskansliet, 2023a).

Sikap Rusia yang semakin agresif dalam beberapa tahun terakhir telah

menimbulkan kekhawatiran bagi Swedia. Tindakan yang diambil Rusia dianggap
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sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan negara tersebut. Pemerintah Swedia
menyatakan bahwa Rusia merupakan ancaman keamanan terbesar bagi keamanan
nasional Swedia dan sekutu hingga tahun 2030. Situasi keamanan ini dinilai akan
bertahan cukup lama. Perdana Menteri Swedia, UIf Kristersson, juga menyatakan
bahwa serangan Rusia ke Ukraina dianggap sebagai ancaman paling serius sejak
berakhirnya perang dunia kedua. Pada pernyataannya dalam laporan strategi
nasional Swedia tahun 2024, UIf Kristersson mengatakan:

“When Russia launched its full-scale invasion of Ukraine, Sweden
and many other countries woke up to a new security reality. We are
currently in the most serious security situation since the Second World
War. The return of big power politics, as evidenced by a number of
authoritarian states, is a threat to the world order that has created
decades of peace and prosperity...” (Regeringskansliet, 2024b).

Demikian, militer Rusia yang semakin berkembang merupakan faktor
eksternal yang memiliki dampak terbesar terhadap situasi keamanan Swedia,
kebijakan agresif Rusia yang terus meningkat menjadi ancaman yang serius

terhadap stabilitas kawasan Eropa.

Merespons ancaman tersebut, pada tanggal 18 Mei tahun 2022, Swedia
secara resmi mengajukan keanggotaan NATO. Keputusan ini juga secara resmi
mengakhiri komitmen Swedia sebagai negara netral di kawasan Nordik'. Swedia
menjadi negara terakhir di kawasan Nordik yang mengajukan keanggotaan
NATO.

! Swedia dan Finlandia mengajukan keanggotaan NATO secara bersamaan pada tanggal 18 Mei
tahun 2022. Pemilihan Swedia sebagai topik dalam penelitian ini dibandingkan Finlandia
didasarkan pada pertimbangan geografis dan historis yang menunjukkan dinamika kebijakan luar
negeri yang lebih kompleks. Secara geografis, Swedia tidak berbatasan langsung dengan Rusia,
berbeda dengan Finlandia yang memiliki perbatasan darat sepanjang lebih dari 1.300 kilometer
dengan Rusia, sehingga jika dilihat dari posisi negara, tingkat ancaman terhadap Finlandia jauh
lebih tinggi (BBC, 2022). Hal ini membuat keputusan Finlandia untuk bergabung dengan NATO
lebih mudah dipahami sebagai respons terhadap ancaman langsung. Sementara itu, Swedia
memiliki latar belakang historis yang berbeda, di mana negara ini secara konsisten
mempertahankan status netral dan tidak pernah menjadi bagian dari aliansi militer mana pun.
Sebaliknya, Finlandia pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia pada abad ke-19 setelah
wilayahnya dikuasai oleh Rusia (Jussila et al., 1999). Dengan latar belakang tersebut, keputusan
Swedia untuk bergabung dengan NATO mencerminkan perubahan kebijakan luar negeri yang
lebih drastis dan mencolok, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam.



NATO member since:

Gambar 1. Negara-negara anggota NATO sebelum bergabungnya Swedia

source. Aljazeera. com, 2023

Proses keanggotaan Swedia diwarnai oleh penolakan dari dua anggota
NATO, Turki dan Hungaria. Turki menolak keanggotaan Swedia dengan alasan
keterlibatan Swedia dalam kelompok terorisme di Turki serta embargo senjata
yang dilakukan Swedia pada tahun 2019 ke Turki. Swedia dituding melindungi
kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi
Suriah (YPG) yang dianggap Turki sebagai kelompok teroris yang mengancam
negaranya. Swedia juga diklaim menolak mengekstradisi 21 orang yang diduga
terkait dengan teroris ( BBC News Indonesia, 2022). Sikap ini dinilai Turki
sebagai bentuk dukungan Swedia terhadap aksi terorisme. Hal ini diperparah
dengan insiden pembakaran Al-qur’an yang juga melibatkan politisi sayap kanan,
Erasmus Paludan. Turki turut mengomentari insiden tersebut sebagai penghinaan
terhadap islam ( BBC News Indonesia, 2023). Disisi lain, Hungaria menunda
jadwal pembahasan masalah ini ke parlemen. Perdana Menteri Hongaria, Viktor
Orban, menuding Swedia memiliki sikap yang tidak bersahabat kepada negaranya
(Kola, 2024). Hungaria bahkan mengkritik sikap Swedia yang dianggap tidak
serius untuk menjadi bagian dari NATO (VOA Indonesia, 2024).

Merespon penolakan Turki dan Hungaria, Swedia kemudian melakukan
negosiasi terhadap kedua negara. Dalam pertemuannya dengan Menteri
Pertahanan Finlandia, Antti Kaikkonen, Menteri Pertahanan Swedia, Pal Jonson,

menyatakan bahwa permohonan keanggotaan NATO merupakan prioritas utama
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kebijakan luar negeri dan keamanan Pemerintah saat itu (Government.Se, 2023).
Oleh karena itu, Swedia dengan cepat melakukan diplomasi kepada kedua negara
tersebut. Perdana Menteri Swedia melakukan pertemuan dengan Presiden Turki,
Erdogan. Swedia akan berkomitmen untuk membangun solidaritas dengan Turki,
dengan berusaha mendorong penyelesaian terkait isu-isu yang diajukan Turki.
Swedia juga secara tegas mengutuk terorisme dan memperbaharui Undang-
Undang Kejahatan Terorisme yang lebih ketat, yang mulai berlaku pada 1 Juli
2022 (NATO, 2023). Hal ini menegaskan bahwa negara ini akan terus berdiri
bersama negara lainnya dalam memerangi terorisme (Regeringskansliet, 2022b).
Sementara disisi lain, Parlemen Hungaria turut memberi respon positif terhadap
keanggotan NATO Swedia dengan memberikan persetujuan terhadap permintaan

keanggotan Swedia ( Al Jazeera, 2024).

Pada tanggal 7 Maret 2024, Swedia secara resmi menjadi anggota NATO,
setelah sebelumnya tertunda selama 18 bulan. Hungaria menjadi negara terakhir
yang meratifikasi keanggotan Swedia di NATO, sebulan setelah Turki menyetujui

keanggotaan Swedia.
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Gambar 2 Negara Anggota NATO setelah bergabungnya Swedia

source. Aljazeera. com, 2024

Melalui rilisan resmi NATO, Sekretaris Jenderal NATO saat itu, Jens Stoltenberg,

mengatakan hal ini menjadi hari bersejarah bagi Swedia, setelah sebelumnya



Swedia konsisten menjadi negara netral dengan tidak berafiliasi pada aliansi
manapun. Bergabungnya Swedia ke NATO akan menjadi tambahan kekuatan bagi
NATO sekaligus memberikan pengamanan lebih kuat terhadap negara tersebut
dan seluruh aliansi. Keanggotaan resmi Swedia membuat negara ini turut
mendapat perlindungan di bawah artikel 5 perjanjian NATO (NATO, 2024).
Bendera Swedia secara resmi dinaikkan bersama bendera 31 sekutu lainnya dalam
sebuah upacara di markas NATO di Brussels pada hari Senin 11 Maret 2024,

sekaligus menandai berakhirnya netralitas Swedia selama 200 tahun.

Perubahan kebijakan luar negeri Swedia terkait ketidakberpihakannya
terhadap Aliansi NATO menimbulkan pertanyaan terkait hal yang
melatarbelakangi perubahan ini. Sebagai negara yang selama ini dikenal tidak
berpihak pada aliansi manapun, keputusan Swedia untuk mengubah sikapnya dan
bergabung dengan NATO memunculkan berbagai pertanyaan, hal ini terutama

terjadi ditengah eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina.

Penelitian ini menjadi menarik dilakukan, pertama mengingat perubahan
kebijakan luar negeri Swedia menuju keanggotaan NATO merupakan perubahan
besar dari kebijakan tradisional kenetralan yang telah dijalankan selama ratusan
tahun terakhir. Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke
Ukraina, yang turut mendorong perubahan sikap kebijakan luar negeri negara
tersebut. Keputusan Swedia untuk mengakhiri tradisi kenetralannya dan
mengajukan keanggotaan dalam NATO memperlihatkan adanya dinamika baru
dalam politik keamanan kawasan. Oleh karena itu, isu ini menarik untuk diteliti
mengapa sikap yang sejak dahulu dipertahankan oleh Swedia mengalami
perubahan.

1.2 Rumusan Masalah

Selama lebih dari dua abad, Swedia dikenal tidak pernah berpihak pada
aliansi manapun, bahkan ketika terjadinya konflik besar global seperti perang
dunia | dan Il. Pada tahun 2022, di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina yang
semakin memanas, Swedia secara mengejutkan mengajukan keanggotaan tetap

aliansi NATO. Keputusan ini menjadi perubahan besar, karena sebelumnya



Swedia tetap mempertahankan ketidakberpihakannya terhadap aliansi NATO
meski telah memiliki kerja sama yang erat. Berdasarkan latar belakang yang telah
dipaparkan sebelumnya, maka timbul pertanyaan terkait: ”Mengapa Swedia
mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Aliansi North Atlantic Treaty
Organization (NATO)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Mendeskripsikan North Atlantic Treaty Organization (NATO); dan

b. Menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap aliansi
North Atlantic Treaty Organization (NATO)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah
literatur mengenai hubungan internasional, khususnya terkait perubahan kebijakan
netralitas Swedia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap
pemahaman mengenai alasan-alasan yang mendorong perubahan kebijakan luar
negeri suatu negara dalam merespon perubahan global. Hasil ini diharapkan dapat

menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain untuk menggali topik serupa.



BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang berisikan tiga bagian utama.
Bagian pertama berisikan uraian penelitian terdahulu yang bertujuan untuk
membangun kerangka pemikiran dari penelitian ini. Bagian kedua membahas
mengenai teori yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan teori
perubahan kebijakan luar negeri sebagai teori utama serta teori aliansi sebagai
teori pendukung. Bagian ketiga memperlihatkan kerangka pemikiran yang
menggambarkan alur dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia
terhadapa NATO.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa studi literatur yang relevan dengan
topik yang diteliti sebagai acuan dalam membentuk kerangka pemikiran serta
menentukan teori dan konsep yang sesuai untuk menganalisis permasalahan
terkait. Penelitian ini berfokus pada alasan perubahan kebijakan yang diterapkan
oleh Swedia dengan bergabung pada aliansi NATO. Terdapat beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki kesamaan dalam isu, objek, maupun subjek yang relevan
dengan topik yang diteliti, yang tergabung dalam beberapa kelompok

pembahasan.

Pada tahun 2022, secara mengejutkan Swedia mengajukan keanggotaan
tetap Aliansi NATO. Keputusan ini sekaligus merubah kebijakan militer non-blok
yang selama ini diterapkan dan dipertahankan oleh Swedia. Keputusan ini dilihat
sebagai akibat dari adanya ancaman keamanan yang dirasakan oleh Swedia akibat
dari agresivitas yang dilakukan oleh negara dekatnya, yaitu Rusia (Michalski et
al., 2024); (Kaynak, 2023); dan (Thorhallsson & Stude Vidal, 2024). Invasi yang

dilakukan oleh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi pemicu munculnya
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keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Serangan yang dilakukan oleh
Rusia tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga secara umum mengancam

stabilitas keamanan Eropa.

Dalam penelitian lainnya yang ditulis oleh (Thorhallsson & Stude Vidal,
2024); (Seyaz, 2024); dan (Fiadi, 2024) menilai keputusan yang diambil oleh
Swedia sebagai upaya negara untuk mencari perlindungan. Keputusan ini dinilai
sebagai bentuk Swedia melindungi negaranya dari ancaman keamanan, terutama
ancaman yang diberikan oleh negara dekatnya, Rusia. Swedia melihat bahwa
NATO dapat melindungi negaranya melalui kesepakatan pertahanan antara
anggota NATO. Bergabung dengan NATO dan mengakhiri status non-bloknya

menjadi salah satu cara untuk meredam ancaman yang dilakukan oleh Rusia.

Keputusan Finlandia, negara terdekat Swedia, untuk bergabung ke NATO
juga dinilai menjadi alasan Swedia untuk merubah keputusannya bergabung ke
NATO. Beberapa Peneliti seperti (Thorhallsson & Stude Vidal, 2024);
(Lundqvist, 2023); dan (Forsberg, 2023) menemukan bahwa pandangan
masyarakat Swedia terkait keanggotaan NATO turut berubah seiring dengan
berubahnya pandangan masyarakat Finlandia mengenai keanggotaan NATO.
Artikel Tuomas Forsberg pada tahun 2023 misalnya, memperlihatkan bahwa
hampir 60% masyarakat Swedia setuju negaranya bergabung dengan NATO jika
Finlandia turut bergabung ke NATO (Forsberg, 2023). Artikel yang ditulis oleh
Stefan Lundqvist pada tahun 2022 juga membahas mengenai bagaimana para elit
nasional Finlandia meyakinkan Swedia untuk bersama-sama mengajukan
keanggotaan penuh NATO. Hasilnya terlihat bagaimana kemudian kedua negara
ini secara bersamaan mengajukan keanggotaan NATO.

Beberapa peneliti lainnya beranggapan bahwa keputusan Swedia untuk
bergabung dengan NATO juga disebabkan oleh sejarah negara tersebut, terutama
sejarah panjang antara Swedia dan NATO. Peneliti seperti (Thorhallsson & Stude
Vidal, 2024); (Lundqvist, 2023); serta (Saputra & Indrawati, 2024) melihat bahwa
hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Swedia dan NATO menjadi dorongan

untuk Swedia segera meresmikan status keanggotaannya, terutama setelah
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terjadinya eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, kerja sama
ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh Swedia sebelumnya, seperti kerja sama
dengan Uni Eropa dan PBB, dinilai akan membawa Swedia kepada kerja sama
keamanan, seperti kerja sama dengan NATO. Hal ini kemudian terlihat setelah

Swedia secara resmi menjadi anggota tetap aliansi NATO.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Foreign policy change

Dalam memahami alasan yang diambil oleh Swedia untuk merubah
kebijakannya, diperlukan suatu pendekatan untuk menganalisis keputusan
tersebut. Dalam konteks penelitian ini, perubahan kebijakan luar negeri mencakup
pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan
kebijakan luar negeri suatu negara. Charles Hermann mendefinisikan kebijakan
luar negeri sebagai suatu tindakan yang berorientasi pada suatu tujuan atau
penyelesaian masalah, yang dirancang oleh pembuat kebijakan, dan ditujukan
kepada entitas diluar politik mereka (Haesebrouck & Joly, 2020). Dalam teorinya,
Hermann mengkategorikan perubahan kebijakan luar negeri kedalam tiga bentuk
perubahan yaitu, perubahan dalam program, perubahan dalam tujuan, atau

perubahan orientasi secara keseluruhan (Hermann, 1990).

Pendapat lain dikemukakan oleh Joakim Eidenfalk (2006) dalam jurnalnya
yang menyebutkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat
berdampak, tidak hanya bagi negara itu sendiri, tetapi juga sistem politik
internasional. Perubahan kebijakan seperti ini, menurutnya, dapat berdampak pada
terciptanya instabilitas dan, dalam beberapa kasus, dapat memicu konflik yang
lebih luas (Eidenfalk, 2006). Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi
terjadinya perubahan kebijakan luar negeri.

Dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap
aliansi NATO, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori perubahan
kebijakan luar negeri milik Eidenfalk. Berdasarkan teorinya, Eidenfalk turut
menyoroti aspek-aspek yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan seperti aspek

media dan opini publik. Baginya, kedua faktor ini turut memberikan peranan
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penting dalam mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Eidenfalk
kemudian mengkategorikan penyebab perubahan kebijakan luar negeri kedalam
dua kategori, yaitu domestic factors of change dan international factors of change
(Eidenfalk, 2006).

1. Domestic factors of change

Faktor domestik memainkan peranan penting dalam memengaruhi serta menekan

pemerintan  untuk  mengubah  kebijakan luar  negerinya.  Eidenfalk

mengidentifikasikan faktor domestik ke dalam lima sumber:

a. The bureaucracy
Birokrasi seringkali dipandang sebagai sumber stabilitas dibandingkan
sebagai faktor penyebab perubahan Kkebijakan. Sistem birokrasi, pada
dasarnya bersifat pasif, hanya bergerak ketika mendapat tekanan. Salah satu
sifat birokrasi, menurut Morton Halperin, adalah menolak perubahan.
Mayoritas birokrat memilih untuk mempertahankan status quo dan sedikit
yang menganjurkan perubahan. Birokrasi dan prosedur standar seringkali
dianggap sebagai hambatan dalam melakukan perubahan kebijakan. Meski
demikian, birokrasi tetap dapat berperan dalam perubahan kebijakan luar
negeri. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hermann, dimana
kelompok yang berada dalam suatu pemerintahan dapat memberikan
dorongan perubahan (Hermann, 1990). Hal inilah yang mendasari birokrasi
sebagai salah satu faktor dalam perubahan kebijakan luar negeri.

b. Public Opinion
Opini publik menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan kebijakan
luar negeri. Hal ini karena pemerintah membutuhkan dukungan dari publik
untuk menjalankan kebijakannya. Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan
pemerintah dapat menjadi tekanan bagi para pengambil keputusan yang
mendorong terjadinya perubahan. Selain itu, opini publik juga dimanfaatkan
oleh para kelompok kepentingan dan aktor masyarakat lainnya untuk

mendukung upaya mereka dalam memengaruhi perubahan kebijakan.
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c. The Media
Berbagai studi telah menyoroti bagaimana media berperan dalam memahami
kebijakan luar negeri dan dinamika politik global, terutama di era globalisasi
seperti sekarang (Robinson, 2017). Media memberikan pengaruh yang cukup
signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai pendukung opini publik,
media juga turut berperan sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan
pemerintah. Media juga dapat berperan sebagai pengawas kebijakan dengan
memberikan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat, yang pada
akhirnya dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Sikap media yang
mendukung atau menolak suatu kebijakan serta kontribusi media dalam
membentuk opini publik dapat memberikan tekanan tambahan terhadap
pengambil keputusan. Oleh sebab itu, media dianggap sebagai salah satu
faktor yang dapat mendukung perubahan kebijakan.

d. Interest Group
Kelompok kepentingan mengacu kepada kelompok yang terorganisir yang
terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan keputusan pemerintah.
Kelompok ini mencakup pada organisasi-organisasi yang dibentuk dengan
kepentingan tertentu, seperti organisasi profesi, kelompok firma hukum, dan
kelompok kepentingan lainnya. Pengaruh kelompok ini meningkat sejak
beberapa dekade terakhir, terutama dalam fokus-fokus tertentu. Kelompok ini
dapat memengaruhi para pengambil keputusan, karena mengabaikan tuntutan
mereka berisiko menyebabkan hilangnya dukungan suara terhadap
pemerintahan.

e. Political parties
Kelompok ini merujuk kepada partai politik dalam parlemen, termasuk partai
oposisi. Tekanan dari pemilih atau opini publik secara umum dapat
mendorong anggota parlemen untuk menekan pemerintah atas isu atau
kebijakan tertentu. Di sisi lain, pemerintah seringkali bergantung pada partai
politik atau anggota partai itu sendiri, sehingga dalam hal ini pandangan

partai politik dinilai cukup berperan penting dalam merumuskan kebijakan.
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Faktor domestik memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya
perubahan kebijakan luar negeri. Lima sumber perubahan tersebut, menurut
Eidenfalk, dapat menjadi sumber yang mengubah kebijakan luar negeri suatu
negara. Sementara faktor-faktor domestik memberikan kerangka dalam
memahami perubahan kebijakan luar negeri, teori Joakim Eidenfalk juga
menekankan pentingnya faktor-faktor internasional yang berpengaruh besar dalam
proses tersebut. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan mengulas faktor-faktor

internasional yang turut mendorong perubahan kebijakan luar negeri.

2. International factors of change

Politik internasional merupakan sebuah sistem yang kompleks, yang terdiri dari

banyak aktor yang saling berinteraksi. Dalam penelitiannya, Eidenfalk

menggunakan teori realisme dan interdependensi kompleks dalam menjelaskan

faktor faktor internasional yang dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan

luar negeri. Menurutnya, kedua teori ini dapat menjelaskan secara lebih dalam

mengenai aspek negara yang ditekankan oleh realis serta aspek politik

internasional dan aktor lain di dalam teori interdependensi. Eidenfalk membagi

faktor internasional kedalam empat sumber:

a. Global factor
Faktor global berfokus pada perubahan dalam sistem politik internasional
yang berdampak secara global sehingga memengaruhi keputusan kebijakan
luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, pengaruh suatu peristiwa, aktor
tertentu, pergeseran norma internasional, perubahan keseimbangan dalam
politik luar negeri, hingga suatu institusi internasional dapat memengaruhi
suatu negara dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, termasuk
perubahan kebijakan luar negeri.

b. Regional factor
Faktor regional mengacu pada suatu peristiwa atau aktor pada tingkat
regional yang dapat berdampak pada perubahan didalam regional tertentu.
Aktor-aktor regional, seperti organisasi atau institusi regional dapat
mempengaruhi keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan, termasuk

dalam kebijakan luar negeri. Keseimbangan kekuatan juga berpengaruh
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terhadap pembentukan suatu kebijakan luar negeri, dimana kekuatan dan
kapasitas suatu negara mempengaruhi dinamika politik kawasan.

c. Bilateral relations
Faktor ini melihat hubungan suatu negara, dengan negara atau aktor lain
sebagai salah satu alasan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.
Hubungan ini dapat berupa kerja sama perdagangan, kerja sama militer,
aliansi, hingga ancaman militer dan ekonomi yang dapat digunakan untuk
menekan negara tertentu agar mengadopsi atau merubah kebijakan luar
negerinya.

d. Non-state actor
Pengaruh dari aktor transnasional dinilai semakin besar. Aktor-aktor
transnasional seperti jaringan kriminal, teroris, korporasi, hingga organisasi
transnasional dapat membentuk hingga memengaruhi kebijakan luar negeri
negara. Dalam isu-isu tertentu, kelompok ini memiliki peran dan pengaruh
yang signifikan, sehingga dalam perkembangannya, aktor non negara ini

dapat berdampak terhadap perubahan kebijakan luar negeri.

2.2.2 Aliansi

Dalam memahami posisi NATO terhadap Swedia pada topik ini, penelitian
ini menggunakan konsep aliansi sebagai kerangka analisis. Stephen M. Waltz,
dalam bukunya yang berjudul the origins of alliances (1987), mendefinisikan
aliansi sebagai sebuah perjanjian kerja sama keamanan, baik secara formal
maupun informal, yang dilakukan oleh dua atau lebih negara berdaulat. Waltz
menjelaskan bahwa perjanjian formal didasarkan pada pemahaman dokumen
tertulis yang mengikat secara hukum, sementara perjanjian informal diwujudkan
dalam bentuk tindakan dan lisan secara tidak tertulis. Aliansi paling sering
dipandang sebagai respon terhadap suatu ancaman. Menurut Waltz, ada dua
alasan mengapa negara membentuk atau bergabung dengan aliansi, yaitu
balancing dan bandwagoning. Balancing dilakukan negara-negara untuk bekerja
sama atau beraliansi dalam menghadapi ancaman bersama. Negara-negara akan
bergabung dengan aliansi untuk menghindari dominasi oleh kekuatan yang lebih
kuat. Konsep ini berangkat dari asumsi dimana negara-negara dengan kekuatan

yang lebih lemah saling mengikat diri satu-sama lain untuk menghadapi ancaman
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utama dengan kekuatan yang lebih besar. Menurutnya, ada dua alasan negara-
negara memutuskan untuk balancing, yaitu sebagai bentuk mempertahankan diri
dan meningkatkan pengaruh. Sementara itu, bandwagoning diasumsikan bahwa
negara menjalin kerja sama dengan negara yang menjadi ancaman utama (Walt,
2013). Sederhananya, balancing dilakukan dengan negara yang lebih lemah,

sebaliknya bandwagoning dilakukan dengan negara yang lebih kuat.

Definisi lain diungkapkan oleh Glenn Snyder yang menyebutkan aliansi
sebagai sarana dalam mengamankan diri dari musuh. Glenn mendefinisikan
aliansi sebagai sebuah deklarasi bersama untuk bertindak dengan cara tertentu
sesuai dengan yang telah disepakati, dengan menggunakan atau tidak
menggunakan kekuatan militer, dalam situasi tertentu, dan terhadap negara-negara
di luar keanggotaan (Williams, 2008). Melalui definisinya, Glenn menekankan
bahwa fungsi utama aliansi adalah untuk mengumpulkan kekuatan militer dalam

menghadapi musuh bersama.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai alasan Swedia bergabung
menjadi anggota aliansi NATO setelah sebelumnya secara konsisten menerapkan
kebijakan non-blok dengan tidak bergabung dengan aliansi militer manapun.
Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibuat penulis untuk membantu dalam
membangun pola pikir dan memberikan gambaran yang akan digunakan dalam

penelitian ini.



~

Swedia menjadi salah satu negara non-
blok dengan tidak berpihak pada alinasi

militer manapun

Pada bulan Mei tahun 2022, Swedia
mengajukan keanggotaan resmi aliansi

NATO
/

Foreign Policy Change Aliansi

~

Analisis perubahan kebijakan
luar negeri Swedia terhadap
aliansi NATO

/

Gambar 3. Kerangka Pemikiran
sumber: diolah mandiri untuk kepentingan penelitian.
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BAB I1l. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Pada
bab ini mencakup lima aspek utama, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus untuk menganalisis
perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO. Data yang digunakan
dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui laporan resmi
pemerintah Swedia, pidato para pejabat, serta berbagai kajian ilmiah dan berita
media dari sumber yang kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi literatur, dengan teknik analisis data mengikuti model yang dikembangkan
oleh Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan.
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif
deskriptif. Menurut Creswell dan John (2018) penelitian kualitatif merupakan
pendekatan yang digunakan untuk memahami makna yang diberikan oleh suatu
individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial yang kemudian
menimbulkan suatu pertanyaan penelitian. Pendekatan ini mencakup
pengumpulan data secara langsung, analisis induktif, serta interpretasi peneliti
terhadap data. (Creswell & John 2018). Hal yang sama juga disampaikan oleh
Alan Bryman dimana ia menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif memiliki sifat
induktif, interpretif, dan konstruktif (Bryman, 2012). Pendekatan ini dipilih sesuai
dengan tujuan penelitian dalam mendeskripsikan NATO serta menjelaskan alasan

Swedia bergabung menjadi anggota NATO.
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan
mendeskripsikan perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap aliansi NATO.
Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri untuk
menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia dan aliansi untuk melihat
posisi NATO dalam permasalahan ini. Fokus penelitian akan memberikan batasan
riset terkait data yang relevan sesuai dengan masalah yang akan diteliti untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga menghindari terjadinya perluasan
masalah penelitian. Dengan berpedoman pada fokus penelitian terkait alasan di
balik perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO, penelitian ini
diharapkan dapat menganalisis serta menjawab pertanyaan penelitian secara detail
dan kredibel.

3.3 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data
sekunder sebagai sumber data utama. Sumber data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini, meliputi berbagai dokumen dan publikasi, yaitu:
a. Rilisan resmi pemerintah Swedia melalui situs government offices of

Sweden (www.government.se) serta rilisan resmi yang dikeluarkan oleh

NATO melalui situs (www.nato.int), mencakup pernyataan dari
pemerintah Swedia dan NATO, rilisan berita terkait perubahan kebijakan
luar negeri, serta komunikasi diplomatik terkait perubahan kebijakan luar
negeri Swedia terhadap Aliansi NATO sebagai sumber data dalam
menganalisis faktor domestik seperti peran birokrasi dan partai politik
mengenai perubahan kebijakan luar negeri Swedia.

b. Dokumen resmi yang memuat pernyataan, strategi, serta arah kebijakan
luar negeri Swedia untuk menganalisis faktor eksternal dalam perubahan
kebijakan luar negeri Swedia, mencakup antara lain:

e Dokumen mengenai kebijakan luar negeri Swedia tahun 2023 dan
2024,
e Dokumen Sweden National Security Strategy tahun 2023 dan 2024.


http://www.government.se/
http://www.nato.int/
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c. Publikasi yang dikeluarkan oleh institusi yang relevan seperti
Congressional Research Service, dan Atlantic Council Policy on
Intellectual Independence.

d. Lembaga think tank seperti Norwegian Institute of International Affair,
International Institute for Strategic Studies, Stockholm International Peace
Research Institute, dan Center for Strategic and International Studies.

e. Hasil survey yang dikeluarkan oleh lembaga survey nasional seperti
Novus, Ipsos, dan SOM Institue sebagai sumber dalam menganalisis
perubahan opini publik Swedia.

f. Artikel ilmiah, jurnal akademik, buku, serta publikasi akademis yang
membahas teori dan studi kasus terkait dinamika perubahan kebijakan luar
negeri, dalam konteks perubahan kebijakan Swedia terhadap NATO.

g. Pemberitaan media dari sumber-sumber media lokal dan internasional,
seperti Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, dan Aftonbladet, yang
memperlihatkan dinamika perubahan kebijakan dan opini publik dalam
negeri serta perubahan framing dari media nasional Swedia. Lalu rilisan
dari media internasional seperti Al-Jazeera, BBC, CNN, Deutsche Welle
(DW), dan The Guardian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan
serta menentukan data-data terkait alasan Swedia bergabung dengan Aliansi
NATO. Teknik ini digunakan dengan mengumpulkan data-data dan informasi
melalui dokumen resmi, website resmi, buku, jurnal ilmiah, media daring, dan
berbagai dokumentasi terkait yang relevan dengan topik masalah. Penulis
kemudian menghimpun dan mempelajari berbagai data terkait alasan keputusan
Swedia untuk bergabung dengan NATO serta hubungan antara Swedia dan aliansi
NATO. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan

metode content analysis.

Metode content analysis atau analisis konten merupakan metode yang
digunakan untuk menganalisis dokumen dan teks, dalam bentuk kata maupun

gambar, yang dapat bersifat cetak, tertulis, maupun lisan, dengan tujuan
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memahami isi dokumen tersebut dengan menggunakan kategorisasi dan
menekankan peran peneliti dalam mengkonstruksi makna dan teks (Bryman,
2016). Pengumpulan data berupa dokumen dan jurnal serta rilisan pers berupa
pernyataan-pernyataan yang berasal dari beberapa aktor dari Pemerintahan
Swedia yang berkaitan dengan alasan bergabungnya Swedia ke NATO kemudian
dikerucutkan dan dikategorisasikan, sesuai dengan penerapan metode analisis
konten, secara lebih spesifik untuk mendukung dalam proses pengolahan data.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun akan dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini
akan dimulai dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan
penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).
Reduksi data merupakan proses dalam memilih, merangkum, menyederhanakan,
memfokuskan, mengabstraksikan, dan/atau mentransformasi data yang muncul
dalam keseluruhan isi kumpulan hasil wawancara, transkrip, dokumen, peninjauan
lapangan, dan sumber materi lainnya. Dalam penelitian ini, data yang telah
dikumpulkan akan direduksi untuk kemudian akan diambil data yang relevan
dengan topik penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, data akan
ditampilkan dan disusun untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori
perubahan kebijakan luar negeri dan aliansi. Tahap terakhir penelitian adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan langkah
dalam menginterpretasikan data hasil temuan. Hasil kesimpulan ini juga
diverifikasi keabsahannya untuk memastikan kesimpulan yang ditarik adalah

valid.

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik coding sebagai alat bantu
dalam melakukan analisis data. Teknik ini berangkat dari asumsi bahwa data yang
telah dikumpulkan harus lebih dulu diproses sebelum dilakukan analisis. Cara ini
berfokus pada kata-kata sebagai bentuk dasar dari sebuah data yang ditemukan.
Teknik ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu first cycle coding dan second
cycle coding. Pada bagian first cycle coding berfokus pada penandaan kode-kode

sesuai dengan makna dalam setiap data, kode ini biasanya berupa sebuah kode
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deskriptif. Selanjutnya pada bagian second cycle coding, kode tersebut akan
diolah, diorganisir, dan/atau dikategorisasikan sesuai dengan konsep yang berlaku
(Miles et al., 2014). Dengan menggunakan teknik ini, penelitian ini bertujuan

menjelaskan alasan Swedia bergabung dengan aliansi NATO secara sistematis.

3.6 Uji Validitas Data

Uji validitas data merupakan metode yang digunakan untuk memastikan
keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi menjadi salah satu metode yang
paling umum digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. Denzin (1978)
menyebutkan bahwa triangulasi memberikan pemahaman yang lebih utuh dan
mendalam dengan menggambungkan berbagai metode atau sumber data yang
diperlukan (Denzin, 2017). Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber

sebagai metode uji validitas data.

Metode triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas data
sekunder melalui perbandingan berbagai sumber. Triangulasi sumber, merupakan
teknik yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi
temuan dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi sumber
merujuk pada proses pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai informan atau
sumber yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan
terhadap data dengan cara membandingkan dan memverifikasi informasi yang
dikumpulkan selama proses penelitian melalui beragam pihak. Dengan demikian,
kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil analisis dari berbagai perspektif,

sehingga memiliki validitas yang lebih kuat (Wiyanda Vera Nurfajriani, 2024).



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil
penelitian mengenai perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap aliansi
NATO. Pada bagian kesimpulan, peneliti memaparkan jawaban atas pertanyaan
penelitian yang telah diajukan, dengan menyoroti faktor-faktor utama yang
mendorong perubahan kebijakan tersebut. Kesimpulan ini mencakup penjelasan
mengenai pengaruh faktor domestik seperti opini public dan dinamika politik
dalam negeri serta faktor internasional seperti tekanan keamanan regional dan
hubungan Swedia dengan negara lain. Selanjutnya, bagian saran ditujukan kepada
para pengkaji hubungan internasional sebagai bahan pertimbangan dalam

mengkaji lebih lanjut dinamika perubahan kebijakan luar negeri Swedia.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian terkait alasan Swedia
bergabung ke aliansi NATO setelah secara konsisten menjadi negara non-aliansi
militer. Keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO merupakan perubahan
besar dalam sejarah kebijakan luar negerinya yang selama hampir dua abad
identik dengan prinsip netralitas. Perubahan ini merupakan respons terhadap
dinamika keamanan internasional yang berubah secara drastis, terutama setelah
invasi besar-besaran yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Dalam
konteks ini, kebijakan luar negeri Swedia menunjukkan adanya adaptasi terhadap
perkembangan geopolitik global. Melalui pendekatan teoritis Joakim Eidenfalk
yang membagi faktor penyebab perubahan kebijakan luar negeri menjadi faktor
domestik dan internasional, penelitian ini menjelaskan bahwa kedua dimensi
tersebut secara bersamaan memainkan peran penting dalam proses pengambilan

keputusan Swedia.
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Di sisi internasional, ketegangan konflik di Ukraina memperlihatkan
ancaman nyata terhadap stabilitas kawasan Eropa. Agresivitas Rusia telah
menimbulkan kekhawatiran yang besar, sehingga mendorong negara-negara netral
seperti Swedia dan Finlandia untuk mempertimbangkan ulang posisi non-aliansi
mereka. Serangan ini menjadi dorongan yang besar untuk Swedia mengubah
kebijakan luar negerinya dengan secara resmi bergabung menjadi anggota NATO.
Selain itu, Keputusan Finlandia untuk mengajukan keanggotaannya juga
berpengaruh besar dalam mendorong pemerintah Swedia untuk segera
merampungkan proses keanggotaannya. Masuknya Finlandia sebagai anggota
NATO secara praktis meninggalkan Swedia sebagai negara non-aliansi terakhir
dikawasan tersebut. Posisi ini mengancam stabilitas keamanan Swedia sehingga
keanggotaan NATO menjadi satu-satunya cara untuk Swedia meredam ancaman

terhadap negaranya.

Sementara itu, faktor domestik juga turut berperan secara signifikan. Partai
politik berperan penting dalam perubahan kebijakan luar negeri ini, terutama
perubahan sikap dari Partai Sosial Demokrat yang sebelumnya konsisten
mempertahankan kebijakan netralitas menjadi pendukung penuh aksesi NATO.
Dukungan ini menjadi sangat krusial mengingat partai tersebut merupakan
kekuatan politik dominan di parlemen. Opini publik Swedia yang semula
konsisten menolak gagasan keanggotaan NATO mulai berubah seiring
meningkatnya persepsi ancaman dari Rusia, dukungan ini kemudian memuncak
setelah pemerintah secara resmi mengajukan keanggotaan Swedia di NATO.
Media massa nasional juga secara aktif membingkai isu keamanan sebagai
persoalan utama, dengan memperlihatkan narasi bahwa keanggotaan NATO
adalah langkah strategis untuk menjamin keselamatan nasional. Dinamika
pengajuan keanggotaan NATO kemudian berakhir setelah Parlemen secara resmi
menyetujui permintaan pemerintah untuk mengajukan keanggotaan resmi Swedia
di aliansi NATO.

Keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO ini kemudian dilihat
sebagai hasil dari adanya pengaruh internasional dan domestik yang kemudian
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mendorong terjadinya perubahan yang signifikan bagi kebijakan luar negeri
Swedia. Ancaman eksternal yang terjadi secara langsung menekan pemerintah
untuk mengambil sikap dalam rangka menstabilkan negaranya. Hal ini secara
langsung berdampak pada kondisi domestik Swedia yang kemudian mendorong

terjadinya perubahan kebijakan ketidakberpihakan Swedia.

5.2 Saran

Peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji
lebih dalam terkait alasan Swedia bergabung dengan NATO dengan fokus
terhadap faktor eksternal terutama dinamika hubungan Swedia dengan Rusia.
Selain itu, hubungan antara Swedia dan negara-negara barat serta negara anggota
NATO dibutuhkan untuk dapat memperluas pandangan mengenai pengaruh
negara lain terhadap alasan Swedia bergabung dengan NATO. Dengan demikian,
penelitian lanjutan akan memberikan lebih banyak perspektif terkait keputusan

Swedia untuk mengakhiri kebijakan non-bloknya dan bergabung dengan NATO.
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